PUTUSAN
Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam persidangan secara e-litigasi pada perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 31 Desember 1988,

agama Islam, pekerjaanMengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediamandi, KabupatenBojonegoro,Provinsi Jawa

Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa
Hukum, Advokat yang berkantor di, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 April 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempatdan tanggallahir Bojonegoro,12 Agustus 1982,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 884/Pdt.G/2024/PA.Bjn,

tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0207/04/V111/2022, tertanggal 04 September 2022;

. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat

Berstatus Duda;

. Bahwa, setelah menikatantara Penggugat dengafergugat bertempat

tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Dusun Balongrejo RT.006 RW.002
Desa Balongrejo,KecamatanSugihwaras,KabupatenBojonegoro,telah
melakukan hubungan layaknya suami Istri dan tidak dikaruniai anak:

. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan

sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi
Perselisihan dan pertengkaran;

b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut adalah
Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat, akibat
kejadian tersebut pada Oktober 2022 Penggugat pulang ke Rumah orang
tua Penggugat di Dusun Kebon RT.015 RW.004, Desa Kauman,
KecamatanBaureno, KabupatenBojonegoro,hingga sekarang telah
berpisah rumah selama = 1 tahun 6 bulan;

c. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk

menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun

tidak berhasil;

d. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
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5. Bahwa,Penggugakanggup membayarsemua biaya yang timbuldalam
perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasansebagaimanaterurai diatas Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama
Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDER :

Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim
telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat ternyata telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena surat kuasa
khusus yang dibuat pihak Penggugat telah memenuhi unsur formil dam materiil
sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di
persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadapsebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-
hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
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gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkandalil-dalilgugatannya,Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nudia Amburika,
dengan NIK 3522107112880014anggal 15 November 2012, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0207/04/VIII/2022, tertanggal 04
September2022, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-
masing sebagai berikut:

Saksi |, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugdén Tergugat karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi
belum dikaruniaianak, semula hidup rukun dan harmonis, namun
kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga untuk setiap harinya;
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Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;

Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi
sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Il :;, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugdén Tergugat karena saksi adalah
saudara kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akan tetapi
belum dikaruniaianak, semula hidup rukun dan harmonis, namun
kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi
keluarga untuk setiap harinya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;

Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi
sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan

keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan

sidang dan memberikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,bahwa sebelum pemeriksaanpokok perkara dilakukan
Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, oleh karena
surat kuasa khusus yang dibuat pihak Penggugat telah memenuhi unsur formil
dam materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat
di persidangan dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini secara
relatif juga merupakankompetensiPengadilan Agama Bojonegoro untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragamalslam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa ternyataTergugat tidak datang menghadapdi
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanyayang sah dan ketidakhadiranTergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai
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dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Figh Madzhab
Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis
hakim sendiri, sebagai berikut:

satiablads o TNLESETEIC RIS
Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah

dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa
kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka
pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihandan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap
harinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di
wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
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formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,
telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik,isi bukti tersebutmenjelaskanmengenaisahnya perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyaikekuatan pembuktianyang
sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,bahwa saksi 1 Penggugat,sudah dewasa dan sudah
bersumpah,sehingga memenuhisyarat formal sebagaimanadiatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,bahwa keterangansaksi 1 Penggugat mengenaidalil
gugatan angka 4 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah,sehingga memenuhisyarat formal sebagaimanadiatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,bahwa keterangansaksi 2 Penggugat mengenaidalil
gugatan angka 4 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikanoleh Penggugat,oleh karena itu keterangansaksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangansaksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaiandan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
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Disclaimer

kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus ter@delisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
tahun 6 bulan;

Menimbang,bahwa berdasarkanfakta-faktatersebutdi atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmoi
lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabi
dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi ister
dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergug
telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menja
pasangansuami isteri yang sakinah mawaddahwarahmahsehinggatujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rum.
tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri,
oleh karenaitu fakta hukumadanyapisah tempattinggalmerupakarmbentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isti
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utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hi
berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprude
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi
hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran se
berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum
Islam yang selanjutnyadiambil sebagai pendapatmajelis hakim sendiri,
sebagai berikut:

a) Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 291:
w255 dal b cialy o Wliay Yis jud guiss slalinl Woliay Lalss oliis |31 euw Mo,
522 & 1Y uolr cuigal
Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan
Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga
mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b) Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140:

ol Woliny Laldsl Lii> ga0 06 Y926 Jjoal lals &

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak
satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan
Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang,bahwa karena perkaraa quo termasukdalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankankepada
Penggugat;

Mengingatsemua pasal dalam peraturanperundang-undangadan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TergkgedaPenggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratarMajelis yang
dilangsungkan dalam persidangan secara e-litigasi pada hari Senin tanggal
13 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulgo’dah 1445 Hijriyah.
Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.
Hj. Ummu Laila, M.H.l. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 05Dzulgo’dah 144Hijriyah. oleh Ketudajelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.
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Hakim Anggota I,
Ttd.
Drs. Aunur Rofigq, M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,- Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses Rp 100.000,- Panitera

PNBP Kuasa Rp 10.000,-

Panggilan Rp 40.000,- Pengadilan Agama Bojonegoro

PNBP Panggilan Rp 20.000,-
Penyumpahan Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-
Meterai Rp 10.000,-
Jumlah Rp 320.000,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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